
"Kontribusi terbesar  kenaikan pe-

nerimaan perpajakan 27,07 persen

yang didorong pertumbuhan positif

komponen PPh 35,63 persen, PPN

sebesar 18,78 persen dan penerima-

an cukai sebesar 8,31 persen yang

dipengaruhi oleh meningkatnya pro-

duksi tembakau," tutur Kepala

Kanwil Ditjen Perbendaharaan

(DJPb) Provinsi DIY  Arif Wibawa

dalam pers conference APBN

Triwulan 3, Senin (31/10) di kan-

tornya, Jalan Laksda Adi Sucipto,

Nayan Maguwoharjo.

Sejumlah narasumber tampil

dalam acara tersebut mewakili insti-

tusi masing-masing. Yakni, Hardi-

ansyah (Kanwil DJP DIY), Turanto

(KPPBC Yogyakarta) Sri Purwati

(KPKNL Yogyakarta) dan Casuri

(Balai Diklat Keuangan Yogya-

karta). 

"Sementara realisasi Peneri-

maan Negara Bukan Pajak sebe-

sar Rp 1,86 triliun tumbuh positif

13,25 persen (yoy). Dari sisi pen-

geluaran negara, realisasi belanja

negara di DIY sampai akhir

September 2022 mencapai Rp

15,13 triliun atau 68,87 persen tar-

get APBN," jelasnya.

Dijelaskan Arif,  realisasi belanja

negara di DIY sampai akhir

September 2022 terdiri dari Belanja

Kementerian/Lembaga (K/L) sebe-

sar Rp 7,43 triliun atau 62,37 persen

target APBN dan TKDD sebesar Rp

7,7 triliun atau 76,59 persen. 

"Realisasi belanja Kementerian/

Lembaga (K/L) terkontraksi sebesar

5,38 persen (yoy), terdiri dari real-

isasi Belanja Pegawai Rp 3,39 triliun

(72,38 persen dari pagu Belanja

Pegawai), Belanja Barang Rp 2,46

triliun (57,52 persen dari pagu

Belanja Barang), Belanja Modal Rp

1,56 triliun (53, 3 persen dari pagu

Belanja Modal), dan Belanja

Bantuan Sosial Rp 15,65 miliar

(87,87 persen dari pagu Belanja

Bantuan Sosial)," jelasnya 

Disebutkan beberapa hal yang

mempengaruhi kinerja belanja

K/L antara lain pekerjaan fisik

yang terganggu cuaca, muncul-

nya anggaran belanja modal di

pertengahan tahun, blokir masih

dalam proses pembukaan, ke-

naikan harga aspal dan solar in-

dustri menyebabkan pelak-

sanaan kegiatan tidak sesuai

rencana. (Vin)-d
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DIY Belum Ditemukan Varian Baru 
YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku

Buwono X mengaku belum mendapatkan laporan apakah di

DIY sudah ditemukan varian baru Covid-19, Omicron XBB.

"Wah, saya belum tahu persis yang baru itu apakah ada di

Yogya atau tidak. Saya ndak ada report untuk itu. Tapi ha-

rapan saya, janganlah," kata Sultan usai menghadiri Rapat

Paripurna di DPRD DIY, Senin (31/10).

Kasus terkonfirmasi harian di DIY saat ini juga masih

fluktuatif, naik-turun terus. Untuk itu Sultan tidak henti-

hentinya mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin

protokol kesehatan. Bagaimana tetap pakai masker, mencu-

ci tangan dan sebagainya.

"Ini penting. Tapi sepertinya masyarakat sudah merasa

pandemi untuk Covid-19 ini sudah selesai. Yang sebetulnya,

kami selalu memantau setiap hari itu naik-turun terus," je-

lasnya.

Di sisi lain, Sultan memastikan stok vaksin Covid-19 di

DIY tidak ada masalah. Menurutnya, yang menjadi perma-

salahan saat ini adalah bagaimana masyarakat tetap disi-

plin. Jangan menganggap sepele. Meskipun yang terkonfir-

masi saat ini gejalanya relatif lebih ringan dibanding sebe-

lumnya. (Awh/Bro)-d

YOGYA (KR) - Sampai  30 September 2022, Kinerja
APBN menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Dari sisi
penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah
sampai 30 September 2022 tercatat sebesar Rp 6,03 tril-
iun atau 80,76 persen dari yang ditargetkan. Dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan
hibah tumbuh cukup signifikan 22,45 persen (yoy). 

PRESIDEN PERINTAHKAN MENTAN

Cek Data Stok Beras
JAKARTA(KR) - Presiden Joko Widodo

memerintahkan Menteri Pertanian (Men-

tan) Syahrul Yasin Limpo untuk mengecek

secara faktual data stok beras nasional yang

ada saat ini.

"Saya diberi waktu satu minggu untuk

mengecek kembali faktual data yang ada,

bersama seluruh jajaran, para gubernur, bu-

pati," kata Syahrul usai bertemu Presiden

Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta,

Senin (31/10).

Mentan mengatakan, dalam pertemuan

itu, Presiden Jokowi menanyakan soal

ketersediaan dan kondisi harga beras di

pasaran. Menurut Syahrul, berdasarkan da-

ta dan neraca yang dimiliki Kementerian

Pertanian, ketersediaan beras saat ini

cukup.

"Bahkan, tahun ini dari prognosis yang di-

sampaikan BPS dan oleh pengkaji kita, para

pakar kita, ini produksi yang tertinggi pada

panen tertinggi kita Maret-April itu di atas

18,3 juta ton. Kemudian panen kedua kita

pada Agustus-Oktober itu bahkan 13 koma

sekian (juta ton). Oleh karena itu, data BPS

juga menunjukkan bahwa stok-stok itu ada,

60 persen di tangan rakyat sendiri," jelas-

nya.

Syahrul mengatakan, Presiden memerin-

tahkan untuk melakukan stok yang sangat

cukup melalui beras cadangan yang ada di

Badan Urusan Logistik (Bulog). "Itu akan

saya kejar dalam waktu yang sangat

singkat ini," tambahnya.

Menurut Syahrul, dengan ketersediaan

stok beras yang cukup diharapkan fluktuasi

harga beras dapat ditangani. Pihaknya

telah berkomitmen bersama Menteri Perda-

gangan, Bulog, Bappenas untuk bersama-

sama melihat ketersediaan stok beras.

"Saya sangat yakin ketersediaan cukup.

Bahwa data yang ada saat 2022 ini produk-

tivitas lahan yang kita tanami sangat besar.

Boleh tanya semuanya, kita tidak pernah

ada lahan yang busuk, tidak ada lahan yang

(terdampak) bencana maksimal. Oleh kare-

na itu, masih sama hasilnya. Kita bisa perki-

rakan sesuai asumsi atau teori yang menda-

patkan hasil seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Mentan mengajak semua pi-

hak bergandengan tangan dan bersinergi

menjaga ketahanan pangan menghadapi

kontraksi ekonomi global.

Menurut Presiden, persoalan penangan-

an pangan tergantung pada semua pihak.

Kementan akan membantu memfasilitasi

bersama pihak terkait. Dengan demikian,

gubernur dan bupati harus bersinergi meng-

hadapi kontraksi global itu, apalagi

Indonesia masuk sebagai salah satu negara

dengan inflasi yang masih cukup terjaga di

tingkat dunia. (Ant/San)-d

Disnakertrans DIY Tegaskan 
Tak Boleh Ada Pemotongan BSU

YOGYA(KR) - Adanya informasi sebuah

usaha rumah makan di Yogya  yang beren-

cana memotong gaji karyawan usai menda-

pat Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi

perhatian sejumlah pihak, termasuk Disna-

kertrans DIY. Menyikapi hal itu Disnaker-

trans DIY telah mengadakan Rapat Koor-

dinasi Pengawasan Khusus, pada hari

Minggu (30/10).  Hasilnya ditindaklanjuti

dengan pemeriksaan norma ketenagaker-

jaan khusus terhadap usaha yang bersang-

kutan.

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugra-

hadi MEng, menegaskan bahwa pekerja pe-

nerima bantuan pemerintah berupa

Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak boleh

dilakukan pemotongan gaji atau upahnya

dengan alasan apapun. Hal itu berdasarkan

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2021 dan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2022.

"Saya ingin menegaskan, pekerja yang

menerima bantuan pemerintah berupa

BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan

gaji atau upahnya dengan alasan apapun.

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.

Karena aturannya sudah jelas dan tegas

maka harus ditaati dan dilaksanakan de-

ngan sebaik-baiknya," kata Kepala Disna-

kertrans DI, Aria Nugrahadi di Yogyakarta,

Senin (31/10).

Sedangkan Kabid Pengawasan Ketena-

gakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin

Subargus mengatakan, pihaknya telah

membentuk tim khusus yang terdiri dari

pengawas ketenagakerjaan, mediator hu-

bungan industrial dan petugas pengawasan

dan pemeriksaan (Wasrik) BPJS

Ketenagakerjaan. Tim tersebut mulai mela-

kukan pemeriksaan secara khusus hari ini,

Senin (31/10) untuk mengusut dugaan

pelanggaran yang dilakukan sebuah usaha

rumah makan sebagai upaya penegakan

hukum norma ketenagakerjaan.

Sementara Kepala BPJS Ketenaga-

kerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Teguh

Wiyono mengatakan, data kepesertaan pro-

gram BPJS Ketenagakerjaan menjadi

acuan calon penerima BSU.                 (Ria)-d


